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BUPATI ACEH UTARA
PROPINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR4, rAHUN 2014

TENTANG

Mer-imbang

Mengingat: Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)
sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009,
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4844);

1.

2.

1

Bag. HU Perbup 14.......,..

I

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KAE}UPATEN ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2O1O TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

PERSAMPAI{AN / KEBERSIHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEI.IGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3),
Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), dan
Pasd 27 Qanun Ihbupaten Aceh Utara Nomor 10r Tahun
2OlO tentang Retribusi Pelayanan Persampahal/
Kebersihan, maka dipandang perlu menetapkan peraturan
Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan'ealun
Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanaa Persampahan/Kebersihan;

a



,

a

Dinas adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertailranan
Kabupaten Aceh Utara.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang
selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Retribusi ,untuk
melaporkan data objek retribusi sebagai 'dasar

perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan, 

r

Petugas Dinas adalah pegawai negeri sipil yang
mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan
pengadministrasian retribusi pel4yanan persam;jahan/
kebersihan pada Dinas.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang
menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Karcis adalah dokumen yang dapat dipersamakan
dengan SKRD yarlg menentukan besaran jumlah pkok
retribu si yan g terutang

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah selanjutnya
disingkat NPWRD.

Surat Setorar Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah buirti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar yalg selanjutnya
disebut UPTD Pasar adalah unit pelaksana teknis
dinas pada D'inas Pasar Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Aoeh Utara.

10. Petugas pemungut retribusi adalah petugas pada
Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten
Aceh Utara yalg ditunjuk/diberi kewenangan untuk
melakukan pemungutan retribu si.

e
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BAB II
BENTUK, ISI DAN TATACARA PENGISIAN DAN'

PET{YAMPAIAN SPdORD

Bagian Kesatu
Bentuk dan Isi SPdORD

Pasal 2
(1) Bentuk SPdORD adalah sebagai berikut :

a. Berbenhrk.persegi panjang;
b. Ukuran 21 cm x 8 cm;
c. Kertas NCR berlogo atau lambang daerah;
d. Bertanda khusus;dan
e. Rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :

1) l,embar kesatu Dinas;
2) lembar kedua Wajib Retribusi; dan
3) trmbar ketiga Petugas Pemungut.

(2) Isi SPdORD sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama Wajib Retribusi;
b. Alamat Wajib Retribusi;
c. NPWRD;
d. Nomor register;
e. Luas;
f. Tarif retribusi; dan
g. peringatan yang memuat sanksi terhadap

pemdsuaa dokumen SKRD.

(3) Format SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagairnana tercantum dalam lampiran I peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Tatacara Pengisian dan Penyampaian

Pasal 3

c

4
Bag. HW Perbup 14

(1) Wajib retribusi mengisi SPdORD untuk mendapatJ<an
NPWPD yang telah disediakan oleh Petugas Dinas.

(2) Wajib Retribusi mengisi Surat Pendaftaran , Objek
Retribusi Daerah (SPORD) yang telah disediakan oleh
petugas Dinas.

(3) SPORD ya:rg telah diisi dan ditandatangani oleh Calon
Wajib Retribusi Daerah diserahkan kembali kepada
Petugas Dinas.

(4) Setelah formulir diisi lengkap beserta dokumen
persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas maka
dibuat Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang
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BAB III
BENTUK, ISI, TATA CARA

PENERBITAN SKRD DAN KARCIS

, Bagran Kesatu
Bentuk, Isi dan Tatacara Penerbitan SKRD

Pasal 4

( 1) Saat retribusi teruta-ng adalah pada saat ditetapkan
SKRD.

(2) Bentuk S-KRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut :

a. Berbentuk persegi panjang;
b. Ukuran 16,5 cm x 21,5 cm;
c. Kertas NCR beriogo atau lambang daerah;
d. Bertanda khusus;dan
e. Rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :

1) Lembar kesatu Dinas;
2) kmbar kedua Wajib Retribusi; dan
3) Lembar ketiga Petugas pemungut.

(3) Isi SKRD sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama Wajib Retribusi;
b. Alamat Wajib Retribusi;
c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
d. Nomor register;
e. Luas;
f. Tarifretribusi; dan
g. peringatan yang memuat sanksi terhadap

pemalsuan dokumen SKRD.

(4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagaimana tercantum dalam lampira:r II peraturan
Bupati ini.

' Pasal 5

(1) SKRD diterbitkan kepada Wajib Retribusi dimulai
pada tanggal 1 Januari awal tahun berjalan.

(2) Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Dinas.

o

5
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(1) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
adalah sebagai berikut :

a. berbentuk persegi panjang;
b. ukuran 8 cm x 21 cm;
c. kertas warna da:r berlogo atau lambang daerah;

dan
d. berkaki (bagian potongan pertinggal).

(2) Isi karcis sekurang-kurangrya memuat :

a. nama wajib retribusi;
b. hari darl tanggal;
c. nomor seri;
d, dasar hukum pemungutan; dan
e. Jumlah tarif retribusi yang dibayar;

(3) Format 1er6i5 selagaivnana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan
ini.

BAB IV
TATACARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN

TEMPATPEMBAYARAN i

. Bagian Kesatu
Tatacara Pembayaran dan Penyetoran

(1) Retribusi dipungut oleh Peftrgas setelah Wajib
Retribusi meuerima pelayanan dan diberi tanda terima
berupa karcis;

(2) Retribusi dipungut oleh petugas yang ditetapkan
dengan surat perintah dari Kepala Dinas;

(3) Petugas pemungut menyetorkan hasil pungutan
retribusi berdasarkan karcis ke Bendahara Penerimaan
pada Dinas;

(4) Bendahara Fenerimaan pada Dinas da-lam waktu 1 x
2a jarr;, harus segera menyetorkan hasil retribusi ke
Kas Daerah;

o

6
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Bagian Kedua
Bentuk, Isi dan Tatacara Penerbitan Karcis

Pasal 6

Pembayaran retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan selain menggunakan SKRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 diterbitlan dalam bentuk karcis.

Pasal 7'

Pasal 8



a

Pasal 9

Tempat pembayaran retribusi pada Kantor UPTD Pasar
atau langsung ke Dinas.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagran Kesatu
Pengurangan

Pasal 10

(1) Bupati dapat memberi pengurangan retribusi terutang
kepada wajib retribusi yang membayar retribusi tepat
walctu selama 3 (tip) tahun secara berturut-turut.

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setinggi-tingginya diberikan 2oA dan retribusi terutang
atau satu bulan dari kewajiban retribusi terutang.

(3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\
ditetapkan dengan keputusan bupa'j.

Bagian Kedua
Keringanan

Pasal 11

( 1) Bupati dapat memberi keringanan retribusi terutang
kepada wajib retribusi dengan memperhatikan
kemampuan rvajib retribusi.

(2) Kemampuan wajib retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memperhatikan yaitu :

a. Kemampuan bayar wajib retribusi;
b, Kegiatan terkena bencana;
c. Terjadi perpindahan lokasi ketempat penampungan

sementara karena adanya pembangunan baru; dart
d. Rehabilitasi dan relokasi pasar.

(3) Pemberian keringa-nan sebagaimana dimalsud pada
ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

o

Bag. Hk/ Perbup 14.....,....

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran
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Pasal 12

(1) Bupali dapa.t membel pembebasan retribusi terutang
kepada uzjib retribusi dengan memperhatikai
kemampuan wqjib retribusi

(2) Kemampuan wajib retribusi sebagaimana dima,ksud
pada ayat (1) dengan memperhatikan yaitu :

a. Kelayakan usaha;
b. Pendapatan wajib retibusi;
c. Permohonan wajib retribusi;
d. Kadaluarsa; dan
e. Terkena bencana alam.

(3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2f ditetapkan dengan keputusan
Bupati.

Bagian Ketiga
Pembebasan

BAB VI
PELIMPAHAN KE1VENANGAN

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa-l 14

Pasal 13

(1) lupa_ti melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
Kepqla Dinas untuk melaksarakan pemungutan
retribusi.

(2) Pglimpahan sebagian kewenangannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
Bupati.

o
(1) Hai-hal y'ang belum diatur dalam peraturan ini

sepanjang teknik operasional pelaksanaan akan diatur
lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas dengan
mempeihatikan pedoman dan ketentuan peratuian
perundang-undangan.

(2) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
segala ketentuan yang telah ada sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan ini tetap berlaku.

8
Bag. Illcl Perbup 1 4.......,..



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal 15

ini mulal berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerints-hkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

o

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 er 2Ol4 M

6 Dzulhijjah 1435 H

ACEH UTARA,

MAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Oktober 2014 M

6 Dzulhiijah 1435 H

RAH,

BERTTA KABUpATEN ACEH urARA TAHLIN 2014 NoMoR4S

a

9
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Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h
Kelas kecamatan sesuai dengan kelas yang telah
ditetapkan dalam penjelasan Qanun Kabupaten
Aceh Utara Nomor t0 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Ayat (3)
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

@

Bag. HA Perbup 14..........
11

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Kertas wama untuk karcis ditetapkan
berdasarkan jenis/objek retribusi yaitu sebagai
berikut :

a. Sampah rumah tangga karcis berwarna biru.
b. Sampah perdagangan karcis berwama putih;
c. Sampah industri karcis berwarna kuning;
d. Sampah perkantoran karcis berwarna hijau;



Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

G

ffi

TAMBAHAN BERITA KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1

l

Bag. Ilk/ Perbup 14........'.
12

0?.
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LAMPIRAN I : PERATURANBUPATI ACEHUTARA
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 1O BER 20 14M

6 DZULHIJJAH 1435 H

FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)

No. Reg :

BerCasarkan ketentuaJr Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor .... tentang
Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentalg
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, didailarkan Wajib Retribusi,sebagai
ber-kut :

Nema
A-la:nat
Nomor Pokok wajib Retribusi Daerah
Luas
Tarif retribusi per m'
Jumlah retribusi

Lhoksukon, .........
Kepala

Tanda tangan, Nama, Nip dan cap SKPD

3

Pa,ra-f Koordinasi

Eepa.la Dinas Pasar,
Kebersihan dan Pertarnanan ,x
Kepala tsagian Hukum 

i A

CEH UT

MAD THAIB

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PASAR, KEBERSI}:AN DAN

PERTAMANAN

SURAT PENDAFTARAN O&IEK
RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)

KECAMATAN.................

Bag. Hld Perbup 14..........
13
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ACEH UTARA.
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 1 OKTOBER 2014 M

6 DZULHiJJAH 1435 H

FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)

No. Reg :

Berdasarkan ketentuan Pa oS 2, dan Pasal 3 Peraturar Bupati Nomor .... tentang
Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupatcn Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, didaftarka! Wajib Retribusi sebagai
berikut :

Narna
Alamat
Nomor Pokok wajib Retribusi Daerah
Luas
Tarif retribusi per m2
Jumlah retribusi

Lhoksukon,.
Kepala

Tanda tangan, Nama, Nip dan cap SKPD

P d

H UTARA,
n

a THAIB

Ir U {

SURAT PENDAF"TARAN O&IEK
RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)

KECAMATAN.................

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN

PERTAMANAN

Bag. Hle,/ PerbuP 14.........
IJ
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LAMPIRAN I : PERATURANBUPATI ACEHUTARA
NOMOR TAHUN 2OI4
TANCGAL 1 OKTOBER 2014 M

6 DZULHIJJAH 1435 H

FORMAT SURAT PEND^FTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)

SURAT PENDAF-IARAN OBJEK
RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)

KEC.{MmAN.................,

CEH UTARA,

THAiBa

Berdasarkan ketentuan kllal 2, dan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor ".. tentang
Petunjuk Pela.l<sanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomcr 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Persarnpatran/Kebersihan, didaltarkan Wajib Retribusi sebagai
berikut :

Narn a
Alamat
Nomor Pokok wajib Retribual Daerah
Luas
Tarif retribusi per m'
Jumlah retribusi

No. Reg :

Tanda tangan. Nama, Nip dan cap SKPD

PEMERINTAH KABUPATE N ACEH UTARA
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN

PERTAMANAN

Lhoksukon,
Kepala

Bag. Hle/ Perbup 14.,........

ta,
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LAMPIRAN II; PERATURAN BLTPATI ACEHUTARA
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 1OKTOBER2Ol4M

6 DZULHIJJAH 1435 H

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

No, Reg :

Berdasarkal ketentuan Pasat 6, da! Pasa-l 7 Peratur€x Bupati Nomor .... tenta-ng
Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retri'ousi. Pelayanan Persampahan/Kebersihan, ditetapka! wajib Retribusi sebagai
berikut :

Nama
Alamat
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah
Luas
Tarif retribusi per ml
Jum:ah retribusi

Lhoksulon, ........
Kepala

Tanda tangan, Nama, Nip dan cap SKPD

TANDA TERIMA
No, Reg

Nama
Alaxrat
Tanggal

wdib Retribusi Petugas

:anda Ta-ngan, Nama Tanda tangan, Narna,
Nip.

Perj:lgatan :

- Dilarang Memalsukan Dokumen SKRD
at Dikenakar Sanksi Pida-na Pasa] 263 KUH

CEH UTARA,

THAIB

G

SUfAT KETETAPAN RETRIBUSI
DAERAH (SKRD)

KECAMATAN.................

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN

PERTAMANAN

Bag- Hk/ Perbup 14,.....,...
74
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LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL l OKTOBE R 2014 M

6 DZULHiJJAH 1435 H

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

No. Reg :

Berdasarkan ketentuan Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Bu?ati Nomor ,... tentang
Petunjuk Pelaksanaan Qarun Kabupaten Acch Uta.ra Nomor I0 Tahun 20i0 tentalg
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, ditetapkan Wajib Retribusi sebagai

TAI{DA TERIMA
No. Reg : .

Nama
Alamat
Tanggal

wajib Retribusi Petugas

Tanda Tangan, Nama Tanda tangan, Nama,
Nip.

Peringabr :

- Dilarang Memalsukan Dokumen SKRD
Dikenakan Sanksi Pidana 263

EH UT.A,RA,

3

MAD THAJB

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN

PERTAMANAN

SURAT KETETAPAN RBIRIBUSI
DAERAH (SKRD)

KECANLqTAN.................

Bag. Hk/ Perbup 14...,.,,...
l4

berikut :

Nama :

Alamat :

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah :

Luas ',

Tarif retribusi per m2 :

Jumlal retribusi :

Lhoksukon,.......-.
Kepala

Tanda tangar, Nama, Nip dan cap SKPD



LAMPIRAN Ii: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 1 OKTOB R 2014 M

6 DzuLHIJJAH 1435 H

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

o

G

ACEH UTARAL

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN

PERTAMANAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 6, dan Pasal 7 ?eraturan Bupati Nomor ....
Petunjuk Pelaksalaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor l0 Tahun 2010
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, ditetapkan Wajib Retribusi
berikut :

Nama :

ALarnat :

Nomor Pokok Wa,jib Retribusi Daerah :

Luas :

Tarif retribusi per m' :

Jumlah retribusi :

No. Reg :

Tanda tangal, Nama, Nip dan cap SKPD

Lhoksukon, .........
Kepqla

tentang
tentang
sebagai

TANDA TERIMA

263

Petugas

Dikenakan Sanksi Pidana

Nama
Alanat
Tanggal

Tanda tangan, Nana,
Nip.

Peringatan :

- Dilarang Memalsukan Dokumen SKRD
-D

Para-f Koordinasi

Kepala Dinas Pasar,
Kebersihan daII Pertamanan .8
Kepala Bagian Hukum A

Bag. Hk/ Perbup 14......,..,
l4

THAIB

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
DAERAH (SI(RD)

KECAMATAN.................

No. Reg

Wajib Retribusi

Tanda TanSan, Nama
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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH IJTARA
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 1 OKTOB 2014 M

6 DZULHIJJAH 1435 H

FORMAT KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

ID

5
0e

U
o
o

ao

i

zo

PEMERIIITAH KABUPATEN ACEH UTARA
)IilAS PASAR, XEBERSIHAIT DAIT PERTAMATAN

Nama Wajib Retribusi
Hari/Tgl :......... Seri : .. .. . .... No

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN 2010
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPA:IAN/ KEBERSIHAN

Rp. /m2 x ......... m2
Jumlah yang Disetor Rp. .........

ACEH UTARA,

THAIB

o

Bag. Hlc/ Perbup 14........,'
15
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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 10 BER 20 14M

6 DZULHIJJAH 1435 H

FORMAT KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

(-

c
0)

0a

t
a
.D

o

b
.D

:

z

PEMERINTNI XABIIPATEN ACEH UTARA
)INAS PASAR, I{EBERSIHAIY DAJ{ PERTAMAI{NT

Name Wajib Retribusi :. . .. . ... ...... ...
Hari/Tgl : ......... Seri: ......... No.........,..

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN 2O1O
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Rp. /m2 x .,.....,. mz
Jumlah yang Disetor Rp. .........

ACEH UTARA,

THAIB

C

I

Bag. llkl Perbup 14
15
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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 1 OKTOBER 2014 M

6 DZULHIJJAH 1435 H

FORMAT KARCiS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

s

ffi

EH UTA-4

THAIB

PEMERINTAH KABUPATTN ACEH ITTARA
)INAS PASA& XTBERSrIIAIC DAI{ PERTAlIIANAIT

S

5
a

o)

0a
U
o
o

fr

z
o

Nama Wajib Retribusi :.....,.,...,.....
Hari/Tgl : ......... Seri: .........

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN 2010
RETRIBL1SI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No............

Jumlah yang Disetor P.p. .......,
Rp.

Para-f Koordinasi

Kepala Dinas Pasar,
Kebersihan dal Pertamanan fr
Kepala Bagian Hukum A

PA

*

oa "tUIT

Bag. Hk/ PerbuP 14...,......
15

f m2 x ,........ m2


